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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan 

pengawasan terhadap dampak lingkungan perusahaan pertambangan 

batubara sesuai dengan kewenangannya, meskipun belum optimal. DLH 

telah melakukan pengawasan langsung dalam bentuk melaksanakan 

tinjauan ke lapangan untuk mengevaluasi dampak terhadap media 

lingkungan seperti air, udara, kebisingan, dan limbah B3. Disamping itu, 

DLH melakukan pengawasan tidak langsung dalam bentuk analisis 

dokumen RKL - RPL yang disampaikan setiap semester oleh pelaku 

usaha dan membandingkannya dengan dokumen induknya yaitu 

AMDAL untuk memastikan semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

2. Belum optimalnya pengawasan DLH Kabupaten Tanah Bumbu dalam 

melaksanakan pengawasan disebabkan oleh adanya kendala berupa 

terbatasnya kewenangan DLH dalam memberikan sanksi kepada 

pelanggar, terbatasnya sumber daya manusia serta kendala kurangnya 

dukungan anggaran dari manajemen perusahaan atau level pimpinan 

perusahaan yang menentukan boleh atau tidak, bisa atau tidak 

disetujuinya anggaran perbaikan untuk pengelolaan lingkungan, 
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mengingat bahwa terkadang biaya pengelolaan yang dihitung pada saat 

studi kelayakan lebih kecil daripada biaya riil pengelolaan lingkungan 

pada saat sudah berjalan/beroperasi. 

3. DLH Kabupaten Tanah Bumbu telah memberikan solusi terhadap 

kendala yang dihadapi dengan baik DLH Kabupaten Tanah Bumbu 

menghadapi keterbatasan kewenangan dengan mengeluarkan surat 

teguran kepada pelaku usaha tambang yang melanggar aturan, karena 

sanksi administratif menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk 

mengatasi keterbatasan SDM, DLH bekerja sama dengan pemerintah 

provinsi mengadakan pelatihan gabungan guna meningkatkan 

kompetensi pengawas lingkungan. Sementara itu, kendala 

penganggaran diselesaikan dengan mengirim surat peringatan kepada 

manajemen perusahaan tambang dan instansi terkait untul mendorong 

alokasi anggaran untuk perbaikan lingkungan sesuai temuan 

pengawasan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut:  

1. DLH Kabupaten Tanah Bumbu perlu menambah jumlah sumber daya 

manusia untuk melakukan pengawasan kegiatan perusahaan 

pertambangan batubara serta mengembangkan platform pembelajaran 

daring (e-learning) yang menyediakan modul pelatihan bagi pengawas 

lingkungan untuk dapat belajar sesuai dengan waktu yang mereka miliki 

dan mengakses materi pembelajaran dari berbagai lokasi. 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Bumbu perlu 

melakukan pemantauan secara rutin terhadap kegiatan pertambangan 

batubara untuk memastikan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap 

peraturan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 

mengingat terbatasnya kewenangan DLH dalam memberikan sanksi 

sehingga penting untuk melakukan pemantauan secara rutin.  

3. DLH Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan sistem revisi studi 

kelayakan lingkungan (AMDAL) untuk memastikan bahwa estimasi 

biaya pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen 

AMDAL sesuai dengan kondisi riil operasional tambang. Revisi ini 

penting agar pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban 

formal, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif sesuai 

kebutuhan lapangan. Selain itu, perlu ditambahkan komponen cadangan 

anggaran dalam AMDAL untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan 

 

 



67 
 

 
 

biaya pengelolaan lingkungan selama operasi tambang berlangsung 

sehingga pengelolaan lingkungan dapat terus berjalan sesuai standar 

yang ditetapkan. 
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